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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
	Secara umum, istilah evaluasi dipadankan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment). Dalam arti spesifik, evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn 2003). Ketika hasil kebijakan memiliki nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Hal ini mengandung arti pula, bahwa suatu kebijakan atau program telah mencapai kinerja yang bermakna, yang berarti masalah-masalah kebijakan yang dibuat telah jelas dan dapat diatasi. Aktivitas evaluasi seringkali disamaartikan dengan kegiatan pemantauan. Kegiatan pemantauan berbeda dengan aktivitas 136 evaluasi kebijakan. Pemantauan utamanya menekankan pada pembentukan premis-premis faktual mengenai kebijakan publik, sedangkan evaluasi memfokuskan diri pada penciptaan premispremis nilai yang diperlukan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan (Dunn 2003).
	Salah satu tahap yang paling penting dalam penerapan suatu kebijakan atau program pemerintah adalah evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Dengan adanya evaluasi maka dapat diketahuai sejauh mana perkembangan kebijakan yang telah dilaksanakan apakah berhasil atau gagal mencapai tujuan awal dibuatnya kebijakan tersebut.
Penelitian yang dilakukan oleh Ganya Dwi Putri Aryani (2020) dengan penelitian yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Cirebon” hasil dari penelitian ini bahwa dana bantuan operasional sekolah di kota Cirebon masih belum merata di bagikan untuk siswa yang membutuhkan. perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu objek dalam penelitian sebelumnya yaitu dana bantuan operasional sekolah sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah pelayanan prima Dpmptsp.
Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yaitu Pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal harus menghasilkan mutu pelayanan prima yang diukur dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum.
Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ptsp Daerah dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan publik, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima dan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah untuk memperoleh pelayanan publik
[bookmark: _GoBack]Penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau One Stop Service bertujuan untuk memaksimalkan layanan publik atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program tersebut berjalan dengan baik atau tidak.
DPMPTSP sebagai instansi yang memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung bersinggungan kepada masyarakat pada dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi pemerintah daerah, yang diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.	
DPMPTSP melakukan suatu kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan 66dalam satu tempat. Maksud dan tujuannya jelas, yaitu menyelengarakan layan6an perizinan dan non perizinan.
Menindaklanjuti pada proses pelayanan terpadu pada DMPTSP Kabupaten Kuningan, maka dari itu penulis  tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelayanan, upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, serta upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pada DPMPTSP agar mencapai pelayanan yang prima, serta berkualitas dengan efektif dan efisien.
Beranjak dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul Penelitian :
“Evaluasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima DPMPTSP Kab Kuningan” 


1.2 Rumusan Masalah
Latar belakang masalah diatas telah di uraikan di atas, maka peneliti menemukan masalah dalam bentuk pernyataan masalah (problem statement) yaitu Evaluasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima DPMPTSP Kab. Kuningan belum optimal. Kemudian peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan masalah (problem question) yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana  Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilihat dari Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan, Responsivitas, dan Ketetapan Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima DPMPTSP Kab. Kuningan.?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima DPMPTSP Kab. Kuningan?
3. Apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Meningkatkan Pelayanan Prima DPMPTSP Kab. Kuningan?
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang di lakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan terhadap implementasi kebijakan Pelayanan Prima 
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan tentang pelayanan prima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kabupaten Kuningan
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan tentang pelayanan prima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kabupaten Kuningan.
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan referensi dibidang pelayanan publik terutama dalam hal pelayanan terpadu satu pintu.
b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa perguruan tinggi yang melakukan penelitian di bidang pelayanan Publik dalam hal  pelayanan prima dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Kegunaan Praktis
Dalam penelitian ini berguna untuk evaluasi kebijakan  pelayanan terpadu satu pintu dalam meningkatkan pelayanan prima dpmptsp kabupaten kuningan, agar dalam pencapaian tujuan dapat terwujud dan sesuai dengan tujuan awal
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